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INTRODUCTION

ABSTRAK

Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis
pengaruh akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa,
dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan
desa di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Pengelolaan
keuangan desa yang efektif menjadi fondasi penting dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good
village ~ governance).  Penelitian ini  menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear
berganda. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner
kepada perangkat desa dan masyarakat yang terlibat dalam
pengelolaan keuangan desa. Hasil analisis menunjukkan
bahwa secara parsial, keempat variabel independen — yakni
akuntabilitas, transparansi, peran perangkat desa, dan
partisipasi masyarakat — berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pengelolaan keuangan desa. Nilai t hitung masing-
masing variabel lebih besar dari t tabel (1,988) dan nilai
signifikansi < 0,05. Secara simultan, keempat variabel
memberikan kontribusi sebesar 64,9% terhadap kualitas
pengelolaan keuangan desa, sementara sisanya sebesar
35,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model
penelitian ini. Temuan ini mendukung teori good village
governance yang menekankan pentingnya akuntabilitas,
transparansi, partisipasi, dan kapasitas aparatur desa dalam
tata kelola keuangan desa. Penelitian ini merekomendasikan
perlunya peningkatan kapasitas perangkat desa dan
penguatan peran serta masyarakat agar pengelolaan
keuangan desa dapat berjalan lebih optimal dan
berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa telah
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memberikan kewenangan yang lebih
besar kepada pemerintah desa dalam
mengelola keuangan dan aset desa.
Desa tidak lagi menjadi objek
pembangunan tetapi telah menjadi
subjek dan ujung tombak
pembangunan di Indonesia (Sulumin,
2015). Hal ini ditandai dengan
dialokasikannya dana desa yang
meningkat signifikan dari tahun ke
tahun sebagai bentuk komitmen
pemerintah pusat dalam membangun
Indonesia dari pinggiran. Pada tahun
2015, dana desa yang dialokasikan
sebesar Rp20,7 triliun, meningkat
menjadi Rp72 triliun pada tahun 2021.
Peningkatan alokasi dana yang
substansial ini memerlukan
pengelolaan keuangan desa yang
akuntabel, transparan, dan partisipatif
untuk menjamin dana tersebut tepat
sasaran dan memberikan manfaat
optimal bagi masyarakat desa.
Meskipun regulasi mengenai
pengelolaan keuangan desa telah
disempurnakan melalui Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 yang menggantikan
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014,
implementasi di lapangan masih
menghadapi  berbagai  tantangan.
Berdasarkan data Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, hingga tahun 2020
terdapat 900 kasus penyimpangan
dana desa dengan kerugian negara
mencapai Rp40 miliar (Kementerian
Desa PDTT, 2020). Fenomena ini
menunjukkan adanya kesenjangan
antara harapan dan kenyataan dalam
pengelolaan keuangan desa yang baik.
Kecamatan Dawe merupakan
salah satu kecamatan di Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah yang terdiri dari
18 desa dengan karakteristik dan

42

IKHTIYAR JURNAL EKONOMI SYARIAH

E-ISSN : 2986 - 5921:
EDISI 6 VOL 3 NO2
SEPTEMBER TAHUN 2025

tantangan pengelolaan keuangan yang
beragam. Berdasarkan laporan
Inspektorat Kabupaten Kudus (2019),
beberapa desa di Kecamatan Dawe
masih  menghadapi  permasalahan
dalam pengelolaan keuangan seperti
keterlambatan penyusunan laporan
keuangan, ketidaksesuaian
penggunaan anggaran, dan minimnya
partisipasi masyarakat dalam
perencanaan hingga evaluasi. Situasi
ini memerlukan perhatian serius
mengingat pengelolaan keuangan desa
yang buruk dapat menghambat
pembangunan desa dan mengurangi
kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah desa.

Akuntabilitas dan transparansi
merupakan dua pilar utama dalam
pengelolaan keuangan yang baik.
Akuntabilitas mengacu pada
kewajiban pemerintah desa untuk
mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber
daya dalam implementasi kebijakan

(Mardiasmo, 2018). Sementara
transparansi berkaitan dengan
keterbukaan  informasi  mengenai

aktivitas pengelolaan sumber daya
publik kepada pihak-pihak yang
membutuhkan  (Mahmudi, 2016).
Penelitian terdahulu oleh Widyatama
et al. (2017) menemukan bahwa
akuntabilitas dan transparansi
berpengaruh positif terhadap
pengelolaan  keuangan desa di
Kabupaten Sleman. Namun, studi yang
dilakukan Novitasari (2019) justru
menunjukkan hasil yang berbeda di
Kabupaten Purworejo. Inkonsistensi
hasil penelitian ini menunjukkan
adanya variabel kontekstual yang perlu
dipertimbangkan  dalam  menilai
pengaruh akuntabilitas dan
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transparansi terhadap pengelolaan
keuangan desa.
Selain akuntabilitas dan

transparansi, peran perangkat desa dan
partisipasi masyarakat juga menjadi
faktor penting dalam keberhasilan
pengelolaan keuangan desa. Rosalinda
(2014) mengungkapkan bahwa
kompetensi dan kapasitas perangkat
desa menjadi salah satu faktor kunci
dalam  keberhasilan implementasi
kebijakan dana desa. Sementara itu,
Supriyanto (2017) menekankan
pentingnya partisipasi masyarakat
dalam  mendukung  pengelolaan
keuangan desa yang efektif dan efisien.
Namun, studi komprehensif yang
mengintegrasikan keempat variabel
tersebut dalam konteks pengelolaan
keuangan desa di Kecamatan Dawe
Kudus belum pernah dilakukan.
Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh akuntabilitas,
transparansi, peran perangkat desa,
dan partisipasi masyarakat terhadap
pengelolaan  keuangan desa di
Kecamatan Dawe Kudus. Hasil
penelitian ini diharapkan memberikan
kontribusi teoritis dan praktis dalam
pengembangan ilmu akuntansi sektor
publik khususnya pada tingkat desa.

Secara teoritis, penelitian ini
memperkaya literatur tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi
pengelolaan keuangan desa dengan
mengintegrasikan perspektif
akuntabilitas, transparansi, peran
perangkat desa, dan partisipasi
masyarakat dalam satu  model
penelitian. Secara praktis, temuan

penelitian ini dapat menjadi masukan
bagi pemangku kepentingan dalam
merumuskan kebijakan dan strategi
untuk meningkatkan kualitas
pengelolaan  keuangan desa di
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Kecamatan Dawe Kudus dan wilayah
lain dengan karakteristik serupa.

Orisinalitas ~ penelitian  ini
terletak pada integrasi keempat
variabel independen yang belum

banyak dieksplorasi dalam konteks
pengelolaan keuangan desa,
khususnya di Kecamatan Dawe Kudus.
Selain itu, penelitian ini menggunakan
pendekatan  mixed-method  untuk
mendapatkan pemahaman yang lebih
komprehensif tentang fenomena yang
diteliti. Dengan demikian, penelitian
ini tidak hanya mengkonfirmasi atau
menolak teori yang ada, tetapi juga
memberikan wawasan baru tentang
bagaimana keempat variabel tersebut
berinteraksi dalam konteks spesifik
pengelolaan  keuangan desa di
Kecamatan Dawe Kudus.

LITERATURE REVIEW
Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan desa
merupakan keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa
(Permendagri No. 20 Tahun 2018).
Pengelolaan keuangan desa yang baik
dapat membantu tercapainya tujuan
pembangunan desa secara efektif dan
efisien. Sujarweni (2015) menjelaskan
bahwa pengelolaan keuangan desa
harus dikelola berdasarkan asas-asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran. Dalam studi yang dilakukan
oleh Miftahuddin (2018) terhadap
desa-desa di Kabupaten Bantul,
ditemukan bahwa pengelolaan
keuangan desa yang baik berperan
signifikan =~ dalam  meningkatkan
pembangunan desa dan kesejahteraan
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masyarakat. Namun demikian,
Yuliansyah dan Rusmianto (2016)
mengidentifikasi beberapa tantangan
dalam pengelolaan keuangan desa
antara lain keterbatasan sumber daya

manusia, minimnya partisipasi
masyarakat, dan lemahnya
pengawasan.
Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan
bentuk kewajiban
mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan sebelumnya
(Mardiasmo, 2018). Dalam konteks
pengelolaan keuangan desa,
akuntabilitas mengacu pada
kemampuan pemerintah desa untuk
mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber
daya yang dipercayakan dalam rangka
pencapaian  tujuan  yang  telah
ditetapkan. Santoso (2016)
mengungkapkan bahwa akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangan desa
dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu:
(1) akuntabilitas hukum dan kejujuran,
(2) akuntabilitas proses, dan (3)
akuntabilitas program. Hasil penelitian
Simangunsong dan Wicaksono (2017)
menunjukkan bahwa akuntabilitas
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kualitas pengelolaan dana
desa di Kabupaten Bandung. Sejalan
dengan itu, studi yang dilakukan oleh
Fajri et al. (2015) juga menemukan
bahwa akuntabilitas memiliki
pengaruh yang substansial terhadap
efektivitas pengelolaan Alokasi Dana
Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan
Kabupaten Sigi.
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Transparansi
Transparansi adalah
keterbukaan = pemerintah  dalam

memberikan informasi yang terkait
dengan aktivitas pengelolaan sumber
daya publik kepada pihak-pihak yang
membutuhkan informasi (Mahmudi,
2016). Prinsip transparansi
menciptakan kepercayaan timbal-balik
antara pemerintah dan masyarakat
melalui penyediaan informasi dan
menjamin kemudahan dalam
memperoleh informasi yang akurat
dan memadai. Menurut Astuti dan
Yulianto (2016), transparansi
pengelolaan keuangan desa dapat
diukur melalui tiga indikator: (1)
keterbukaan proses, (2) keterbukaan
informasi, dan (3) keterbukaan
pengambilan keputusan. Penelitian
yang dilakukan oleh Kurniawan et al.
(2019) di Kabupaten = Wonogiri
menemukan bahwa  transparansi
berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Namun  demikian, studi yang
dilakukan oleh Rahman (2018) pada
desa-desa di Kabupaten Gorontalo
menunjukkan hasil yang berbeda, di
mana transparansi tidak berpengaruh
signifikan terhadap pengelolaan dana
desa. Hal ini mengindikasikan bahwa
faktor kontekstual seperti karakteristik
masyarakat dan budaya lokal dapat

memoderasi hubungan antara
transparansi dan pengelolaan
keuangan desa.
Perangkat Desa

Perangkat desa memiliki peran
strategis dalam pengelolaan keuangan
desa karena mereka bertindak sebagai
pelaksana teknis dari kebijakan yang
ditetapkan bersama kepala desa.
Menurut Undang-Undang Nomor 6
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Tahun 2014, perangkat desa terdiri dari
sekretaris desa, pelaksana
kewilayahan, dan pelaksana teknis
yang bertugas membantu kepala desa

dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya.  Haryanto  (2017)
menekankan  bahwa  kompetensi

perangkat desa dalam pemahaman
regulasi, keterampilan teknis, dan etika
profesional ~ sangat = menentukan
kualitas pengelolaan keuangan desa.
Hasil penelitian Putra dan Rasmini
(2019) di  Kabupaten  Badung
menunjukkan  bahwa  kompetensi
perangkat desa berpengaruh positif
dan signifikan terhadap akuntabilitas
pengelolaan dana desa. Sejalan dengan
itu, studi yang dilakukan Juardi et al.
(2018) pada desa-desa di Kabupaten
Bone mengungkapkan bahwa peran
aktif ~ perangkat desa dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa
berkorelasi positif dengan tingkat
keberhasilan pembangunan desa.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat
merupakan  keterlibatan  anggota
masyarakat dalam pembangunan dan
pelaksanaan program atau proyek
pembangunan yang dilakukan dalam
masyarakat (Adisasmita, 2013). Dalam
konteks pengelolaan keuangan desa,
partisipasi masyarakat mengacu pada
keterlibatan warga dalam proses
perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi penggunaan

dana desa. Fauzani et al. (2018)
mengidentifikasi ~ empat  bentuk
partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan keuangan desa: (1)
partisipasi dalam pengambilan
keputusan, (2) partisipasi dalam
pelaksanaan, (3) partisipasi dalam
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pengambilan  manfaat, dan (4)
partisipasi dalam evaluasi. Penelitian
yang dilakukan oleh Dewi dan Gayatri
(2019) di Kabupaten Karangasem
menunjukkan  bahwa  partisipasi
masyarakat  berpengaruh  positif
terhadap efektivitas pengelolaan dana
desa. = Menariknya, studi yang
dilakukan oleh Pratiwi dan Pravasanti
(2020) menemukan bahwa pengaruh
partisipasi ~ masyarakat  terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa
dimediasi oleh transparansi, yang
menunjukkan adanya keterkaitan antar
variabel dalam konteks pengelolaan
keuangan desa.

METHODS

Penelitian ini
jenis penelitian
(explanatory research) dengan
pendekatan kuantitatif untuk
menjelaskan hubungan kausal antara
variabel akuntabilitas, transparansi,
peran perangkat desa, dan partisipasi
masyarakat terhadap pengelolaan
keuangan desa di Kecamatan Dawe,
Kabupaten Kudus. Pendekatan
kuantitatif dipilih karena
memungkinkan peneliti untuk
mengukur variabel-variabel penelitian
secara objektif dan menguji hipotesis
penelitian secara statistik (Sugiyono,
2015). Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh desa yang berada di
Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus,
yang berjumlah 18 desa. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan
adalah Proportional Stratified Random
Sampling, di mana strata dibentuk
berdasarkan ukuran dana desa (besar,
sedang, dan kecil). Dari setiap desa
yang  terpilih  sebagai  sampel,

menggunakan
eksplanatori
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responden yang terdiri dari perangkat
desa (kepala desa, sekretaris desa,
bendahara desa, dan anggota
perangkat desa terkait lainnya) dan
perwakilan masyarakat (anggota BPD,
tokoh masyarakat, dan warga yang
terlibat aktif dalam kegiatan desa)
dipilih menggunakan teknik purposive
sampling dengan kriteria memiliki
pengetahuan dan pemahaman yang
baik mengenai pengelolaan keuangan
desa. Data dalam penelitian ini
merupakan data  primer yang
dikumpulkan menggunakan kuesioner
dengan skala Likert (1 = Sangat Tidak
Setuju, 5 = Sangat Setuju). Validitas
instrumen diuji menggunakan korelasi
antara skor setiap butir pertanyaan
dengan total skor konstruk atau
variabel, dengan kriteria valid jika r
hitung > r tabel dan bernilai positif,
sedangkan reliabilitas diuji
menggunakan Cronbach Alpha dengan
kriteria reliabel jika nilai a > 0,6
(Ghozali, 2016; Sugiyono, 2017).
Sebelum melakukan analisis
regresi berganda, dilakukan uji asumsi
klasik ~ meliputi uji = normalitas
menggunakan uji  statistik non-
parametrik Kolmogorov-Smirnov
dengan kriteria data terdistribusi
normal jika nilai signifikansi > 0,05, uji
multikolinearitas dengan kriteria tidak
terjadi multikolinearitas jika nilai VIF <
10 dan Tolerance > 0,1, serta uji
heteroskedastisitas menggunakan
grafik scatterplot antara SRESID dan
ZPRED (Ghozali, 2016). Analisis data
dalam penelitian ini menggunakan
regresi linear berganda dengan model
persamaan Y = a + by X; + byX; + b3X3
+ buXy + e, di mana Y adalah
pengelolaan keuangan desa, a adalah
konstanta, b;, b, bs, dan b, adalah
koefisien regresi, X1 adalah
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akuntabilitas, X, adalah transparansi,
X3 adalah peran perangkat desa, X,
adalah partisipasi masyarakat, dan e
adalah error term. Pengujian hipotesis
dilakukan melalui uji parsial (uji t)
dengan kriteria H, ditolak dan H;
diterima jika t hitung > t tabel, dan uji
simultan (uji F) dengan kriteria Hg
ditolak dan H; diterima jika F hitung >
F tabel pada tingkat signifikansi 5%

(Ghozali, 2016; Prayitno, 2014).
Koefisien determinasi (Adjusted R
Square) digunakan untuk

menunjukkan proporsi variasi variabel
terikat yang dijelaskan oleh seluruh
variabel independen secara simultan
(Sugiyono, 2012).

RESULTS

Statistik Deskriptif Responden

Penelitian ini melibatkan 90
responden yang terdiri dari perangkat
desa dan perwakilan masyarakat dari
15 desa di Kecamatan Dawe,
Kabupaten Kudus. Berdasarkan data
yang terkumpul, responden
didominasi oleh laki-laki (68,9%)
dengan mayoritas berusia 31-45 tahun
(56,7%). Dari segi pendidikan, sebagian
besar responden memiliki latar
belakang pendidikan S1 (45,6%) dan
SMA /sederajat  (38,9%). Distribusi
responden berdasarkan posisi atau
jabatan terdiri dari perangkat desa
(55,6%) yang meliputi kepala desa,
sekretaris desa, bendahara desa, dan

perangkat desa  lainnya, serta
perwakilan masyarakat (44,4%) yang
terdiri dari anggota BPD, tokoh

masyarakat, dan warga yang terlibat
aktif dalam kegiatan desa.



IRHTIY AR

JURNAL EXONOMI SYARTAH

Uji Kualitas Data (Validitas dan

Reliabilitas Data)

Berdasarkan hasil uji validitas
menggunakan teknik korelasi Pearson
Product Moment, semua item
pernyataan untuk variabel
akuntabilitas (X;), transparansi (X3),
peran perangkat desa (X3), partisipasi
masyarakat (X,), dan pengelolaan
keuangan desa (Y) menunjukkan nilai r
hitung > r tabel (0,207) dengan tingkat
signifikansi 0,05 dan df = 88 (n-2).
Dengan demikian, seluruh item
pernyataan dalam kuesioner
dinyatakan valid dan dapat digunakan
untuk analisis selanjutnya.

Sedangkan hasil uji reliabilitas
menunjukkan bahwa semua variabel
memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih
besar dari 0,6, yaitu akuntabilitas
(0,842), transparansi (0,829), peran
perangkat desa (0,876), partisipasi
masyarakat (0,814), dan pengelolaan
keuangan desa (0,885). Berdasarkan
kriteria yang dikemukakan oleh
Sugiyono (2017), instrumen penelitian

untuk semua variabel dinyatakan
reliabel atau konsisten.
Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas
menggunakan  uji =~ Kolmogorov-
Smirnov menunjukkan nilai

signifikansi sebesar 0,187 > 0,05, yang
berarti data terdistribusi secara normal.
Hal ini juga didukung oleh grafik P-P
Plot yang menunjukkan titik-titik data

berada di sekitar garis diagonal,
sehingga memenuhi asumsi
normalitas.

Sedangkan hasil uji

multikolinearitas menunjukkan, semua
variabel independen memiliki nilai
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Tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10.
Variabel akuntabilitas memiliki nilai
Tolerance 0,568 dan VIF 1,761;
transparansi dengan nilai Tolerance
0,614 dan VIF 1,629; peran perangkat
desa dengan nilai Tolerance 0,524 dan
VIF 1,908; serta partisipasi masyarakat
dengan nilai Tolerance 0,637 dan VIF

1,570. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi
multikolinearitas antar variabel

independen dalam model regresi.

Terakhir, uji heteroskedastisitas
menggunakan  grafik  scatterplot
menunjukkan titik-titik data menyebar
secara acak di atas dan di bawah angka
0 pada sumbu Y, tidak membentuk
pola tertentu. Hasil ini diperkuat
dengan uji Glejser yang menunjukkan
nilai signifikansi untuk semua variabel
independen lebih besar dari 0,05.
Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas
dalam model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan  hasil  analisis
regresi linear berganda, diperoleh
persamaan regresi sebagai berikut:

Y =3,247 + 0,329X; + 0,284X; + 0,375X;
+0,218X,

Interpretasi dari persamaan regresi

tersebut adalah:

1. Nilai konstanta sebesar 3,247
menunjukkan ~ bahwa jika
variabel akuntabilitas,
transparansi, peran perangkat
desa, dan partisipasi masyarakat

bernilai nol, maka nilai
pengelolaan keuangan desa
adalah 3,247.

2. Koefisien regresi akuntabilitas
(X1) sebesar 0,329 menunjukkan
bahwa setiap  peningkatan
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sebesar  satu
satuan, maka  pengelolaan
keuangan desa  meningkat
sebesar 0,329 satuan, dengan
asumsi variabel lain konstan.

3. Koefisien regresi transparansi
(Xz) sebesar 0,284 menunjukkan
bahwa setiap  peningkatan
transparansi ~ sebesar  satu
satuan, maka  pengelolaan
keuangan desa  meningkat
sebesar 0,284 satuan, dengan
asumsi variabel lain konstan.

akuntabilitas

4. Koefisien regresi peran
perangkat desa (X3) sebesar
0,375 menunjukkan  bahwa
setiap  peningkatan  peran
perangkat desa sebesar satu
satuan, maka  pengelolaan
keuangan desa  meningkat

sebesar 0,375 satuan, dengan
asumsi variabel lain konstan.

5. Koefisien regresi partisipasi
masyarakat (X,) sebesar 0,218
menunjukkan bahwa setiap
peningkatan partisipasi
masyarakat sebesar satu satuan,
maka pengelolaan keuangan
desa meningkat sebesar 0,218
satuan, dengan asumsi variabel
lain konstan.

Uji Goodness of Fit

Hasil uji F menunjukkan nilai F
hitung sebesar 42,536 > F tabel sebesar
2,48 dengan nilai signifikansi 0,000 <
0,05. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa akuntabilitas,
transparansi, peran perangkat desa,
dan partisipasi masyarakat secara
simultan  berpengaruh  signifikan
terhadap pengelolaan keuangan desa
di Kecamatan Dawe, Kabupaten
Kudus.
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Sedangkan pengujian koefisien
determinasi mengahasilkan  Nilai
Adjusted R Square sebesar 0,649
menunjukkan bahwa 64,9% variasi
pengelolaan keuangan desa dapat
dijelaskan oleh variasi dari keempat

variabel independen, yaitu
akuntabilitas, transparansi, peran
perangkat desa, dan partisipasi
masyarakat. ~ Sedangkan  sisanya

sebesar 35,1% dijelaskan oleh faktor-
taktor lain di luar model penelitian ini.

Uji Hipotesis (Uji-t)

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap
Pengelolaan Keuangan Desa
Hasil wji t untuk variabel
akuntabilitas menunjukkan nilai t
hitung sebesar 3,846 > t tabel
sebesar 1,988 dengan  nilai
signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan
demikian, hipotesis pertama (H,)
yang menyatakan bahwa
akuntabilitas berpengaruh positif
terhadap pengelolaan keuangan
desa diterima.

2. Pengaruh Transparansi terhadap
Pengelolaan Keuangan Desa
Hasil wji t untuk variabel
transparansi menunjukkan nilai t
hitung sebesar 3,284 > t tabel
sebesar 1,988 dengan  nilai
signifikansi 0,002 < 0,05. Dengan
demikian, hipotesis kedua (H)
yang menyatakan bahwa
transparansi berpengaruh positif
terhadap pengelolaan keuangan
desa diterima.

3. Pengaruh Peran Perangkat Desa
terhadap Pengelolaan Keuangan
Desa
Hasil uji t untuk variabel peran
perangkat desa menunjukkan nilai t
hitung sebesar 4,172 > t tabel
sebesar 1,988 dengan  nilai
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signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan
demikian, hipotesis ketiga (Hj)
yang menyatakan bahwa peran
perangkat desa berpengaruh positif
terhadap pengelolaan keuangan
desa diterima.

4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat
terhadap Pengelolaan Keuangan
Desa
Hasil uji t untuk variabel partisipasi
masyarakat menunjukkan nilai t
hitung sebesar 2,517 > t tabel
sebesar 1,988 dengan  nilai
signifikansi 0,014 < 0,05. Dengan
demikian, hipotesis keempat (H,)

yang menyatakan bahwa
partisipasi masyarakat
berpengaruh  positif =~ terhadap
pengelolaan  keuangan desa
diterima.

DISCUSSIONS

Pengaruh Akuntabilitas terhadap
Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa akuntabilitas berpengaruh
positif ~dan  signifikan terhadap
pengelolaan  keuangan desa di
Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
Hal ini mengindikasikan bahwa
semakin tinggi akuntabilitas yang
dilakukan oleh pemerintah desa, maka
semakin baik pula pengelolaan
keuangan desa. Temuan ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Simangunsong dan Wicaksono (2017)
yang menyatakan bahwa akuntabilitas
berpengaruh positif terhadap kualitas
pengelolaan dana desa. Demikian pula
dengan penelitian Fajri et al. (2015)
yang menemukan bahwa akuntabilitas
memiliki pengaruh yang substansial
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terhadap  efektivitas  pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD).
Akuntabilitas dalam
pengelolaan  keuangan desa di
Kecamatan Dawe telah
diimplementasikan =~ dengan  baik

melalui beberapa indikator. Pertama,
pemerintah desa telah melaksanakan
prinsip akuntabilitas hukum dan
kejujuran dengan mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku
serta menghindari penyalahgunaan
jabatan. Hal ini sesuai dengan konsep
akuntabilitas yang dikemukakan oleh
Mardiasmo (2018) bahwa akuntabilitas

merupakan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya. Kedua, akuntabilitas
proses ditunjukkan dengan adanya
sistem dan prosedur administratif yang
jelas dalam pengelolaan keuangan
desa, termasuk dalam hal perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Ketiga, akuntabilitas program
dibuktikan =~ dengan = kemampuan
pemerintah desa dalam mencapai
tujuan program yang telah ditetapkan
dalam APBDesa dan memberikan
manfaat kepada masyarakat desa.

Pengaruh Transparansi terhadap
Pengelolaan Keuangan Desa
Hasil penelitian menunjukkan

bahwa transparansi  berpengaruh
positif ~dan  signifikan terhadap
pengelolaan  keuangan desa di

Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
Hal ini berarti bahwa semakin tinggi
tingkat transparansi dalam
pengelolaan keuangan desa, maka
semakin baik pula kualitas pengelolaan
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keuangan desa tersebut. Temuan ini
mendukung penelitian yang dilakukan
oleh Kurniawan et al. (2019) yang
menemukan  bahwa  transparansi
berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Namun, berbeda dengan penelitian
Rahman (2018) yang menemukan
bahwa transparansi tidak berpengaruh
signifikan terhadap pengelolaan dana
desa.

Perbedaan hasil penelitian ini
dapat dijelaskan oleh konteks dan
karakteristik  lokal di  wilayah
penelitian. Kecamatan Dawe,
transparansi  dalam  pengelolaan
keuangan desa telah diterapkan
dengan baik melalui tiga indikator
utama sebagaimana dikemukakan oleh
Astuti dan Yulianto (2016). Pertama,
keterbukaan  proses  ditunjukkan
dengan adanya mekanisme yang jelas
dan terbuka dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan
keuangan desa, termasuk dalam forum
musyawarah desa (Musrenbangdes).
Kedua, keterbukaan informasi
dibuktikan dengan adanya akses yang
mudah bagi masyarakat untuk
mendapatkan informasi mengenai
pengelolaan keuangan desa, seperti
melalui papan pengumuman desa,
website desa, atau media sosial. Ketiga,
keterbukaan pengambilan keputusan
tercermin dari pelibatan berbagai pihak
dalam pengambilan keputusan terkait
pengelolaan keuangan desa, termasuk
BPD, tokoh masyarakat, dan
perwakilan kelompok masyarakat.

Di

Pengaruh Peran Perangkat Desa
terhadap Pengelolaan Keuangan
Desa

Hasil penelitian menunjukkan

bahwa  peran  perangkat  desa
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berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pengelolaan keuangan desa
di Kecamatan Dawe, Kabupaten
Kudus. Hal ini mengindikasikan
bahwa semakin baik peran perangkat
desa dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, maka semakin baik pula
kualitas pengelolaan keuangan desa.
Temuan ini  konsisten dengan
penelitian yang dilakukan oleh Putra
dan Rasmini (2019) yang menemukan
bahwa kompetensi perangkat desa
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap akuntabilitas pengelolaan
dana desa. Demikian pula dengan
penelitian Juardi et al. (2018) yang
mengungkapkan bahwa peran aktif
perangkat desa berkorelasi positif
dengan tingkat keberhasilan
pembangunan desa.

Peran perangkat desa dalam
pengelolaan  keuangan desa di
Kecamatan Dawe dapat dilihat dari
beberapa aspek. Pertama, pemahaman
regulasi yang baik, di mana perangkat

desa memiliki pengetahuan yang
memadai tentang peraturan
perundang-undangan terkait

pengelolaan keuangan desa. Kedua,
keterampilan teknis yang mumpuni,
terutama dalam hal perencanaan
anggaran, pelaksanaan anggaran,
penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban. Ketiga, etika
profesional yang ditunjukkan dengan
integritas, kejujuran, dan tanggung
jawab dalam mengelola keuangan
desa. Sebagaimana dikemukakan oleh
Haryanto (2017), kompetensi
perangkat desa dalam ketiga aspek
tersebut sangat menentukan kualitas
pengelolaan keuangan desa.
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Pengaruh Partisipasi Masyarakat
terhadap Pengelolaan Keuangan
Desa

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa partisipasi masyarakat
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pengelolaan keuangan desa
di Kecamatan Dawe, Kabupaten
Kudus. Hal ini berarti bahwa semakin
tinggi tingkat partisipasi masyarakat
dalam proses pengelolaan keuangan
desa, maka semakin baik pula kualitas
pengelolaan keuangan desa tersebut.
Temuan ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Dewi dan Gayatri
(2019) yang menemukan bahwa
partisipasi masyarakat berpengaruh
positif terhadap efektivitas
pengelolaan dana desa. Demikian pula
dengan  penelitian Pratiwi dan
Pravasanti (2020) yang
mengungkapkan adanya keterkaitan
antara partisipasi masyarakat dan
akuntabilitas pengelolaan dana desa
melalui variabel mediasi transparansi.

Partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan  keuangan desa di
Kecamatan Dawe telah
diimplementasikan dalam berbagai
bentuk sebagaimana dikemukakan
oleh Fauzani et al. (2018). Pertama,
partisipasi dalam pengambilan
keputusan tercermin dari keterlibatan
masyarakat dalam forum musyawarah
desa (Musrenbangdes) untuk
merencanakan program dan kegiatan
desa serta alokasi anggaran. Kedua,

partisipasi dalam pelaksanaan
ditunjukkan  dengan  keterlibatan
masyarakat ~ dalam  pelaksanaan

program dan kegiatan yang didanai
oleh APBDesa, baik sebagai pelaksana
maupun sebagai penerima manfaat.
Ketiga, partisipasi dalam pengambilan
manfaat tercermin dari pemerataan
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akses masyarakat terhadap hasil
pembangunan desa. Keempat,
partisipasi dalam evaluasi dibuktikan
dengan keterlibatan masyarakat dalam

memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan
desa, termasuk dalam hal

pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengaruh Simultan Akuntabilitas,
Transparansi, Peran Perangkat Desa,
dan Partisipasi Masyarakat terhadap
Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa akuntabilitas, transparansi,
peran perangkat desa, dan partisipasi
masyarakat secara simultan
berpengaruh  signifikan  terhadap
pengelolaan keuangan desa di
Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus,
dengan kontribusi sebesar 64,9%. Hal
ini mengindikasikan bahwa keempat
variabel tersebut merupakan faktor
penting dalam meningkatkan kualitas
pengelolaan keuangan desa. Temuan
ini memperkuat konsep good village
governance yang dikemukakan oleh
Pratiwi dan Pravasanti (2020) bahwa
pengelolaan keuangan desa yang baik
perlu didukung oleh prinsip-prinsip
tata kelola yang baik, termasuk
akuntabilitas, transparansi, partisipasi,
dan kapasitas aparatur desa.

Kontribusi dari keempat
variabel tersebut terhadap pengelolaan
keuangan desa juga didukung oleh
beberapa regulasi terkait pengelolaan
keuangan desa, seperti Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa. Kedua
regulasi tersebut menekankan
pentingnya akuntabilitas, transparansi,
peran perangkat desa, dan partisipasi
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masyarakat dalam  pengelolaan
keuangan desa untuk mencapai tujuan
pembangunan desa yang
berkelanjutan.

Meskipun keempat variabel
independen secara simultan
berpengaruh  signifikan  terhadap

pengelolaan keuangan desa, masih
terdapat 35,1% variasi pengelolaan
keuangan desa yang dijelaskan oleh
faktor-faktor lain di luar model
penelitian ini. Beberapa faktor lain
yang mungkin berpengaruh terhadap
pengelolaan keuangan desa antara lain
adalah sistem pengendalian internal,
pengawasan, pemanfaatan teknologi

informasi, dan budaya organisasi
sebagaimana  dikemukakan  oleh
beberapa penelitian terdahulu
(Santoso, 2016; Yuliansyah dan

Rusmianto, 2016; Miftahuddin, 2018).

CONCLUSIONS

Berdasarkan hasil analisis dan
pembahasan yang telah diuraikan,
dapat disimpulkan bahwa secara
parsial dan simultan yaitu:

1. Akuntabilitas berpengaruh secara
signifikan terhadap pengelolaan
keuangan desa, dengan nilai t-
hitung sebesar 3,846 > t tabel
sebesar 1,988 dengan  nilai
signifikansi 0,000 < 0,05.

2. Transparansi berpengaruh secara
signifikan terhadap pengelolaan
keuangan desa, dengan nilai t-
hitung sebesar 3,284 > t tabel
sebesar 1,988 dengan  nilai
signifikansi 0,002 < 0,05.

3. Peran perangkat desa berpengaruh
secara signifikan terhadap
pengelolaan  keuangan  desa,
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dengan nilai t-hitung sebesar 4,172
> t tabel sebesar 1,988 dengan nilai
signifikansi 0,000 < 0,05.

4. Partisipasi masyarakat
berpengaruh  secara  signifikan
terhadap pengelolaan keuangan
desa, dengan nilai t-hitung sebesar
2,517 > t tabel sebesar 1,988 dengan
nilai signifikansi 0,014 < 0,05.

Sedangkan secara simultan keempat
variabel tersebut berpengaruh
signifikan  terhadap  pengelolaan
keuangan desa dengan kontribusi
sebesar 64,9%. Hal ini menunjukkan
bahwa penerapan prinsip-prinsip good
village governance seperti
akuntabilitas, transparansi, partisipasi,
dan kompetensi perangkat desa
merupakan fondasi penting dalam
mewujudkan tata kelola keuangan desa
yang efektif dan berkelanjutan. Namun
demikian, masih terdapat 35,1%
pengaruh dari faktor lain yang tidak
diteliti dalam penelitian ini, seperti
sistem pengendalian internal,
pemanfaatan teknologi informasi,
pengawasan eksternal, serta budaya
organisasi, yang dapat menjadi arah
penelitian selanjutnya.
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